LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151

ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan, perlu membentuk Peratl;lran

Dacran tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956,
tentang Pembentukan Daerah  Otonom
Kabupaten-Kabupaten dalam Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956
Normor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor

1092);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah  (Lembaran

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan lUndang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor SS5,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 6864);

5. Undang-Undang Nomcr 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan  {Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6887):



i
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAN KABUPATEM TAPANULI TENGAH
dan
BUPATI TAPANULITENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Deaerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ada’ah Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Pemerintah Dacrah adalah Bupati secbagai unsur penyelenggara
Pemerintuhan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Ter.gah.

4. Dinas adalah Perungkat Daerah yang membidangi urusan
pemerintahan dibidang kesiehatan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

S. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah
ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan
merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan,
dan/atau mempromosikan produk tembakau.

6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan
untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihi-up termasuk rokok kretek,
rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari
tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya
atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar,
dengan atau tanpa bahan tambahan.

7. Fasilitas Pelayanan Kesehaian adalah tempat dan/ atau alat yang
digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada
perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif,
preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau peliatil yang dilakulan
oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerabh, dan/etau masyara’kat.

8. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yarg digunakan
untuk kegiatan belajar, raengajar, perididikan dan/atau pelatihan.

9. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang
digunakan untuk kegiaten bermain anak-anak.

10. Tempat ibadah adalah tangunan atau ruang tertutup yang
memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk
beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara
permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

1]. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masvarakat yang
dapat berupa kendaraan clarat, air, dan udara biasanya dengan
kompensasi.

12. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau
terbuka, bergerak atau tetep dimana tenaga kerja bekerja, atau
yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.

13. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses
oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat
dimanfaatkan tersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang
dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.

14. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab gedung adalah
orany dan/atau badan yang karena jahatannya mernimpin
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gan/atau bertangmng jawab atns kegintan dar /atau usaha di
tempat atau kawasan yang ditetapkon sebagai kawasan tanpa

rokok, baik milik pemerintah maupun swasta,

15, Setiap orang adalah orang persecorangan atau badan, baik yang

berbentuk badan hukum meupun tidak berbadan hukum.,

Pasal 2

KTR diselenggarakan berdasarkan ases:

PR Mo a0 o

perikemanusiaan;
keseimbangan;

manfaat;

pelindungan;

penghormatan terhadap hak darn kewajiban;

keadilan;
gender dan nondiskriminatif; dan

norma agama.

IPasal 3

Pengaturan pelaksanaan KTR bertujuan untuk:
a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;

b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi

C.

masyarakat; dan
melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak

buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB II
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

(1) KTR meliputi:

a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat anak bermain;
d. tempat ibadah;
e. angkutan umum;
f. tempat kerja;
g. tempat umum; dan
tempat lain yang ditetapka.

h.
(2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud

pada avat (1) harus menetapkan dan menerapkan KTR.

(3) Ketentuan mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf h diatur dengan Feraturan Bupati.

Pasal 5

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai
dergan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus ur.uk
merokok dan merapakan kawasan yang bebas dari asap rokok

hingga batas pagar terluar.
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(1) KTR sebagaimana dimalsvd dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan

hura’ g wajib menyediakan tempat khusuas untuk merokok.

(2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dirmnksud pada ayat

(1) harus memenuhi pereyaratan:

a. merapakan taang terbula atau ruang yang berhubungan
langesan g dengan udara lans sehinggn udara dapat bersirkulasi
denjpan baik;

b, terpisah dari gedurg/empat/ruang wtama dan ruang lain
vang digunekan untuk beraktivitas;

¢. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan

d. jauh dar tempat orang betlalu-lalang,.

Pasal 7

Pimpinan atau penanggung jawab tempat yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 dikenai
sanksi administrasi berupa:

a.
b.

C.

peringatan tertulis; '
penghentian sementara kegiatan; dan/atau
pencabutan izin.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

(1) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR wajib

(2)

(3)

(4)

untuk:

a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi
yang menjadi tanggung jawabnya,

b. melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada
huruf a kepada Dinas terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

c. melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang
menjadi tanggur.g jawabnya; dan

d. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di
semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang
perlu dan mudah terbaca dan/atau dilihat.

Ketentuan mengenai bentuk tanda dan pengumuman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetagkan dengan

Keputusan Bupati.

Pengelola, pimpinan, dan/aiau penanggungjawab KTR dari pihak

swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dikenai sanksi

administrasi:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau

c. pencabutan izin.

Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab KTR dari pihak

pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) haruf a sampei dengan huruf d dikenai sanksi

admnistrasi: X

a. teguran tertulis; dan/atau

b. pembebasan dari jabatan.
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Pasal 9

(1) Setiap orang dilarang merokok di KTR,

(2) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual,
dan /atau membeli rokok di KTR,

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud peda avat (2) dikecualikan
untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual dan/atau
tempat urmum yang ditetaplian olebh Bupa i untuk mempromosikan
dan mengiklankan rokok.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan KTR.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam bentuk: ' .
a. memberikan saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan,
pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR;
b. melakulzan pengadaar. dan pemberian bantuan sarana dan
prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
c. keikutsertaan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan
serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
d. keikutsertaan dalam  kegiatan penyelenggaraan dan

pengendalian KTR melalui pengawasan sosial.
/

BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasai‘ll

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan
scbagai upaya untuk mewujudkan KTR di Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. sosialisasi dan koordinasi;

b. pemberian pedoman;

c. konsultasi;

d. pemberdayaan masyaral:at, dan
e. monitoring dan evaluasi.

(3) Bupati dapat melimpahkan kew:nangan pembinaan dan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang
mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang
ditetapkan sebagai KTR.

(4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
atas:

a. Perangkat Daerah yanrg tugas dan fungsinya di bidang
kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
KTR fasilitas pelayanan kesehatan.

b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang
pendidikan dan bidarg sosial melakukan pembinaan dan



pengawasan terhadap KTR tempat proses belajur mengajar dan
tempat anak bermain,

¢. Perangkat Deerah yanp tugas dan fungsinyan  di  bidang
kescjahteraan rakyat molalkukan pembinaan dan pengnwasan
terhadap KTR tempat ibadah;

d. Perangkat Daerah yong tugas dan fungsinyan  di bidang
perhubungan  melakukan  pembinaan  dan  pengawnsan
terhadap KTR angkutan umum,

¢. Perangkat Daerah yarg tugns dan fungsinya di bidang
ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan KTR
t*mpat kerja;

f. Perangkat Daerah yang tagas dan fungsinya di bidang
pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan
dan pengawasa KTR tempat umum; dan

g. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinye di bidang
ketertiban umum melakukan pembinaan dan pergawasan
seluruh KTR.

Bagian Kedua
Fembinaan

IPasal 12

Pembinaan pelaksenaan KTR dilaksanakan olech Perangkat Dacrah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dibawah koordinasi
Dinas Kesczhatan.

Pasal 13

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4),
Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan masyarakat, badan
atau lembaga, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

(2) Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat memberikan penghargaan
kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam pelaksanaan
KTR.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka
memotivasi membantu pelaksanaan KTR di Daerah.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 14

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4),
wajib dilaporkan oleh instansi sesuai dengan tugas dan fungsi kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 15

(1) Dinas kesehatan dan Setuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi
dengan Perangkat Daerah lainnya, melakukan pengawessan dan
inspeksi ke seluruh gedung di wilayah kerjanya.

(2) Dinas kesehatan melaporkan hasil pengawasan dan inspeksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
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Penal 16

Dalam hal penegakan hukum, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong
¥ /
Praja, dan Perangket Deerah lainnya melakukar operasi tindak

pidana ringan paling sedikit 1 (natu) kali dalam satu bulan,

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

(1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:

a. melakukan pemeriksaen atas kebenaran laporen atau
keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam
bidang KTR;

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga
melakukan tindak pidana dalam bidang KTR;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan
hukum sehubungan deugan peristiwa cindak pidana dalam
bidang KTR;

d. melakukan pemeriksaan ztas surat dan/atau dokumen lain
tentang tindak pidana di bidang KTR;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yeng diduga
terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran
vang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam
bidang KTR;
menghentikan penyidikan; dan/atau

g meminta bantuan ahl: dan/atau saksi ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang
KTR.

(38) Penvidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

-

BAE VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

(1) Setiap orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3
(tiga) tulan dan/atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus
ribu rupiah).

(2) Setiap orarg yang mempromosikan, mengiklankan, menjual,
dan/atau membeli rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.(¢.00.000,00 (satu
juta ruoiah). !

(3) Tindak pidana sebagaimar.a dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
merupakan pelanggaran

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
merupakan penerimaan daerah.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Pada saat Peraturan Dacrah ini inulai berlaku, Peraturan Bupati

Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 Nomor 9) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ovang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembtaran
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 6 Desember 2023

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH,

ttd

SUGENG RIYANTA

Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 6 Desember- 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

<< >

HERMAN SUWITO

LEMBARAN DAEFAH XABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023
NOMOR 4 .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,
PROVINSI SUMATERA UTARA: (4-143/2023)
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PENJELASAN
ATAN
PERATURAN DALKRAN KANUPATEN TAPANULL TENGAH
NOMOYE 1 TAHUN 2020
TENTANG
KAWAHBAN TANPA ROKOK

UMUM

Pencapaian  kesejuhteraan  manusis mempersyaratkan
terwajudnya dan terpeliharanya derajat keschatan yang tinggl,
karena kesehatan menyadi komponen penting dari tercapainya
kescjahteraan tersebut sebagaimana dimeksud dalam Pasal 4 ayat
(1) Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2023 tentang Keschatan
mer egaskan bahwa setiap orang berhak hidup sehat secara fisik,
jiwa, dan sosial. Untuk mewujudkan derajat kesehatan
masyarakat yang seunggi-tingginya, maka negara berkewajiban
menyclenggarakan  upaya  keschatan yang terpadu d;gn
menyeluruh, baik yang terupa kegiatan pencegahan pcny«:ikll.
peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, maupun pemulihan
kesehatan.

Salah  satu persvalan  krusial dalam  kerangka
penyelenggaraan upaya k%eschatan adalah berkaitan dengan
pengamanan zat adiktil terutama yeng berkaitan dengan
tembakau dan produk yang mengandung tembakau (seperti
rokok). Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok
justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif
yang berupa temnbakau dan produk yang mengandung tembakau
(rokok) bukanlah zat yang sama sexali dilarang penggunaannya
dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama se¢xali
dilarang secara hukum.

Dalam kerangka pengakuan, perwujudan, dan perlindungan
hak atas kesehatan dari warga negara, Article 8 of the World Health
Organization Framework Convention on Tobacco Control (FCTC),
meletakkan prinsip dasar pengaturan yang diutamakan bagi
perlindungan perokok pasif dari asap rokok orang lain (perokok
aktif), dan pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas
merokok dari perokok aktif. [’i sini berarti di satu sisi ada
kewajiban negara untuk menectapkan kebijakan guna melindungi
perokok pasif dari asap rokok orang lain den yang dapat
mendorong pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas
merokok dari perokok aktif. D: sisi yang lain, ada kewajiban
perokok aktif untuk menghormati hak atas kesehatan orang lain
yang tidak merokok, dengan cara mengupayakan agar asap
rokoknya tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada orang lain
(perokok pasif).

Kewajiban negara dan kewajiban seseorang tersebut bertemu
pada suatu titik, yang antara lainnya adalah pada upaya untuk
membatasi aktivitas merokok seseorang. Dengan pembatasan
tersebut maka masih terbuka ruang bagi perokok untuk tetap
merokok, dan hak atas keschatan orang lain tetap dapat
terlindungi karena terbebas dari asap rokok.

Pembatasan inilah yang <emudian dikenal melalui penetapan
kawasan tanpa rokok. Dihubungkan dengan kewajiban negara
dalam soal perlindungan hak atas kesehatan warga negaranya,
maka pemerintah wajib menetapkan kawasan-kawasan tersebut di
atas sebagai kawasan tanpa rokok.
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| rl'mlu pasal 161 Ayat (2) Undang undang Nomor 17 Tahiin
023 tentang Kenehntan wecarn tegan dinyatakon - Pemerintuh
Daerea wajib menetapkiy dan menglmplementasiban kawnsan
tanpa rokok di wilayahnva “, dan Pasal 92 huaral b Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tanun 2000 tentang Peagimannn Rokok
bagi kesehatan jugn sangnt tegan nenyatnkan bahwa pemerintah
deerah  dlamanatkan  untuk  mendorong  dan  nenggerakbon
terwujudnya Kawason Tanpa Rokok, Dengan telah berlakunyi
Peraturan Daerah ini maka amanat Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 Tentang Kenehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bag Kesehatan telah
dilaksanakan dengan baik di KnbupatenTapanuli Tengah,

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas,
Pasal 2

Hurufl a
Yang dimaksud dengan “asas  perilemanusinan”

yaitu bahwe penyelenggaraan KTR dilandasi atas
perikemanusinan berdasarkan pada Ketuharan Yang
Maha Esa dengan tidak membedakon golongan
agama dan bangsa.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas keseimbangen” yaitu
bahwa KTR dilaksanakan antara kepentingan
individa dan imasyarakat, antara fisik dan mental,
serta antara material dan spiritual,

Hurufc
Yang dimaksud dengan “asas manfaat” yaitu bahwa
penyelenggaraan KTR memberikan manfaat yang

sebesar-besarnya bagi kemanusiagn dan
perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.
Huruf d .

Yang dimaksud dengan “asas pelindung” yaitu bahwa
penyelenggaraan KTR. memberikan pelindungan dan
kepastian hukum kepada masyarakat,

Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas  penghormatan
terhadap hak dan kewajiban” yaitu bahwa
penyelenggaraan KTR dengan menghormati hak dan
kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamran
kedudukan hukum. '

Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” yaitu bahwa
penyelenggarean KTR memberikan keadilan kepada
semua lapisan masyarakat khususnya bagi perokok
pasif, anak-ariak, dan wanita hamil.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas gender dan
nondiskriminesi” yaitu bahwa penyelenggaraan XTR
tidak memberlakan periakuan terhadap pe;empuan
dan laki-laki.

Huru h
Yang dimaksud dengan “asas norma agama” yaitu
bahwa penyelenggaraan KTR memperhatikan dan



"

menghormati serfa tidak membedakan agama yang
dianut masyarekat,
Pasal 3
Cukup jelas,
Pasal 4
Ayat (1)
Huraf a
Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan
kesshatan” meliputi: rumah sakit, rumah
bersalin,  poliklinik, puskesmas, balai
pengobatan. laboratorium, posyandu, dan
tempat praktek kesehatan swas'a.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tempat proses belajar
mengajar” meliputi: sekolah, perguruan
tinggi. balai pendidikan dan pelatihan, balai
latibhan kerja, bimbingan belajar, dan tempat
kursus.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “tempat anak
bermain” meliputi: kelompok hermain,
penitipan anak, pendidikan anak usia dini
(PAUD), dan taman kanak-kanak.
Huruf d
Yang cimaksud dengan “tempat ibadah”
meliputi: mesjid/musholah/surau/Langgar,
gereia, pura, vihara, dan klenteng,
Huruf e
Yang dimaksud dengan “angkutan umum’”
meliputi: bus umum, taxi, angkutan kota
termasuk bentor, kendaraan wisata, bus
angkutan anak sckolah, dan bus angkutan
karyawan. angkutan antar kota, angkutan
pedesaan, dan engkutan air.
Huruf {
Yang dimaksud dengan “‘tempat kerja”
meliputi: perkantoran pemerintah baik sipil
maupun TNI/POLRI, perkantoran swasta,
incustri, dan bengkel.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “tempat umum”
meliputi: pasar modern, pasar {radisional,
mall, tempat wisata, tempat hiburan, hotel,
restoran, tempat rekreasi, halte, terminal
angkutan umurn, terminal angkutan barang,
pelabuhan, den bandara.
Huruf h
Yang dimaksud dt:ngan “tempat lain yang
ditetapkan” adalah tempat lain selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai
dengan huruf g, yang ditetapkan oleh Bupati.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.



Pasal 6

Cukup jelas,
Pasal 7

Cukup jelas.
Fasul 8

Cukup jelas.
Fasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Paseal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.

Pacal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Fasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.
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